BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHANUMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831

Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor :080 /PM.00.02/K. SN-20/09/2024 17 September 2024

Sifat : Penting dan Segera

Lampiran :-

Hal : Imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan
Penetapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati Toraja Utara Pemilihan Tahun 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI1/2019 tentang Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati
menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXI1/12024
tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi
secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

10. Peraturan Badan Pengawasan Pemilih Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024,

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota,

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota,;

14. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

15.Surat KPU RI Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan
Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota;

16. Surat KPU RI Nomor: 2045/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Standar Pelaksanaan
Operasional Pengundian Nomor Urut.

B. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan
Penetapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara
Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menyampaikan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
menjadi Undang-Undang Pasal 180 ayat (1) dan (2):
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikofta,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan
paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
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(2) lSetia,p orang yang karena jabatannya tlfengan senigaja melakukan perbuatan
Imlel.':lwan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan
calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan
puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta
rupiah).

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem
ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin
konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan Pencalonan dalam Penyelenggaraan
Pemitihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024,
maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mengimbau:

1. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara membuka ruang bagi masyarakat untuk
menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan program dan jadwal
kegiatan tahapan pencalonan sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilhan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota;

2. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan klarifikasi atas masukan dan
tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas;

3. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan iangkah-langkah terhadap
klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dengan berpedoman pada
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota serta
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota;

4. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan Penetapan Pasangan Calon
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencélonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan
Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229 Tahun 2024
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan
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Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara mengumumkan hasil Penetapan Pasangan
Calon berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota Dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229
Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi
Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Memastikan KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan pengundian nomor urut Pasangan
Calon berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota Dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229
Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi
Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

BRIKKEN LINDE BC

TING, S.H.,M.H
Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.
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